Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat

By M. Syamsudin
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EXAMOpini: Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat
oleh Examinasi {Tablaid Hukum) (Catatan) pada 22 November 2011 pukul 9:51

Banyak sekali definisi dari para ahli yang berupaya menjelaskan tentang makna korupsi dengan sudut
pandang masing-masing, baik dari perspektif moral, agama, sosial-budaya dan hukum. Dari perspektif .
apapun, korupsi dengan segala bentuk dan modus operandinya, dimaknai sebagai perbuatan tercela i
yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama dan hukum. Tak ada tempat bagi

perbuatan korupsi. Para ahli pada umumnya memaknai korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan

untuk kepentingan pribadi.

Istilah 'korupsi' berasal dari sebuah kata di dalam bahasa Inggris ‘corruption’, yang berasal dari kata

dalam bahasa Latin 'corruptus’ yang berarti “merusak habis-habisan”. Kata 'corruptus' itu sendiri

berasal dari kata dasar corrumpere, yang tersusun dari kata com (yang berarti 'menyeluruh') dan

‘rumpere' yang berarti ‘merusak’ atau 'menghancurkan’. Dalam artinya yang harfiah, 'korupsi' dapat

diartikan sebagai 'ulah laku amat tidak jujur yang akan merusak secara total kepercayaan khalayak

kepada si pelaku yang tak jujur itu, yang bahkan juga akan bisa merusak seluruh send| tatanan

kehidupan bermasyarakat dan bernegara yanag ada'.

Robert Klitgaard misalnya, memaknai korupsi sebagai fungsi dari monopoli ditambah kewenangan !
dikurangi akuntabiiitas. Jadi korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ;
ketidakjelasan aturan dan kewenangan serta tidak terdapat mekanisme akuntabilitas atau i
pertanggungjawaban kepada publik. Korupsi dapat terjadi baik di sektor pubiik, swasta, maupun
bidang nirlaba, apabila seseorang memonopoli kekuasaan baik atas barang maupun pelayanan, dalam
menerima maupun mendapatkan tanpa akuntabilitas.

Di Indonesia, korupsi telah diartikan secara khusus sebagai ulah laku tidak jujur yang dilakukan oleh
seseorang pejabat dalam hal penggunaan dana keuangan yang seharusnya didayagunakan untuk | :
kepentingan publik. Inilah suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada suatu
jabatan yang akan menyebabkan kepentingan khalayak ramai tak lagi terlayani, karena dana yang
dimaksud telah digunakan untuk memenuhi kepentingan para pejabat itu sendiri.

Ada kalangan yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi pandemi yakni wabah atau
penyakit yang sulit sekali diberantas. Sebagian lagi berpendapat bahwa korupsi memang sudah

menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Korupsi itu sudah masuk secara meluas dan
mendalam dalam ranah mentalitas dan sukma masyarakat. Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan
dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus Akte Kelahiran, Perkawinan, Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB}, proyek pengadaan/lelang di instansi-instansi
pemerintah dan bahkan sudah masuk dalam lingkungan penegakan hukum sendiri, yakni dengan
adanya mafia peradl (judicial corruption).

Tanpa disadari pula, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat
umum, seperti memberi hadiah (gratifikasi) dan suap kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya
sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari
budaya ketimuran. Kebiasaan ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Praktik korupsi
sudah sedemikian hebatnya mewamnai keseharian bangsa Indonesia. Dalam ungkapan M. Hatta,

koiupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa.

Dalam bidang keagamaan, ada pula beberapa model korupsi yang sangat terkait dengan money politics
seperti; pemberian uang syahriyah, pemberian bisyarah dari orang yang punya kepentingan kepada

tokoh agama, jariyah pembangunan pesantren atau sarana ibadah yang sarat.denaan.miatan onlitik
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;érgmpuan, korupsi sosial ala Robin Hood yakni pengambilan uang negara di luar anggaran yang resmi
iltegal) untuk kemudian didistribusikan lagi pada jalan kehaikan, seperti pembangunan pesantren,
masjid, dan madrasah baik miliknya atau milik orang lain yang mempunya relasi dengannya.

oalam perspektif demikian, kalaupun pada akhirnya dapat dibuktikan legaiitasnya, korupsi sebenamya
bukanlah korupsi, melainkan mempunyai makna lain seperti komisi, kompensasi, hadiah, insentif, retum
fze, teli asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah lain yang berkonotasi serupa.

Jika Hukum Adat dimaknai sebagai endapan dari nilai-nilai budaya masyarakat yang termanifestasikan
dalam pola laku kita sehari-hari lantas dapatkah dimaknai bahwa korupsi itu merupakan bagian dari

Hukum Adat kita?
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